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kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini,  dalam rangka 
memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, 
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TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN (STUDI KASUS 
DI KOTA SEMARANG)”.  
 Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 
sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh 
seimbang dan keluarga berkualitas maka diperlukan kebijakan KB melalui 
program Keluarga Berencana (KB). Program KB tersebut dapat dilakukan 
salah satunya dengan upaya peran bidan. Peran bidan sangat besar 
terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, salah satunya 
dengan peningkatan pelayanan KIE KB dalam program KB. Peran bidan 
dalam melaksanakan program KB khususnya KIE KB di Kota Semarang 
didasarkan pada Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan. Tujuannya untuk melaksanakan 
pelayanan kebidanan sesuai kewenangannya, dengan tujuan akhir 
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Jika 
ditinjau dari Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan, maka kewenangan yang dilakukan bidan 
di Kota Semarang sudah sesuai. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan 
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kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 
reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam pelayanan 
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan 
berwenang untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 
reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KIE KB. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis 
ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta 
masukan-masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi 
kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan 
terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga 
nilainya kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc, sebagai Rektor Universitas 
Katholik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada 
penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan. 
2. Thomas Budi Santoso, Ed.D, sebagai Dekan Fakultas Pascasarjana 
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. 
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi 
Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik 
Soegijapranata Semarang 
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program 
Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik 
Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama yang telah 
banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan 
bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat, serta bantuan atas 
kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis 
ini. 
5. dr. Hartanto Hardjono, M.Med.,Sc, selaku dosen pembimbing 
pendamping yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat 
dalam menyelesaikan tesis ini. 
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memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini 
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ABSTRAK 
 
 Masalah kependudukan dan kesehatan merupakan masalah yang 
dialami Indonesia. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh 
seimbang dan keluarga berkualitas maka diperlukan kebijakan KB melalui 
program Keluarga Berencana (KB). Program KB tersebut dapat dilakukan 
dengan upaya peran bidan. Peran bidan sangat besar terhadap 
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, salah satunya dengan 
meningkatkan pelayanan KIE KB dalam program KB. Pemerintah 
menetapkan program ini dengan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 
dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan 
data menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta dilakukan 
studi lapangan melalui pengamatan/observasi, wawancara menggunakan 
kuesioner/daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber. Metode 
analisa data secara kualitatif. 
 Peran bidan dalam program KIE KB di Kota Semarang didasarkan 
pada beberapa ketentuan perundang-undangan salah satunya dengan 
Permenkes 1464/ Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan. Pengaturan hukum kesehatan ini secara terpadu dan saling 
mendukung berguna untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. Ruang lingkup pelayanan bidan meliputi pelayanan 
kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 
reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam pelayanan 
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan 
berwenang untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 
reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Peran yang dilakukan 
bidan dalam program KB meliputi peran wajib/imperatif dan peran tidak 
wajib/fakultatif. Peran wajib atau imperatif yang dilaksanakan bidan dalam 
pelaksanaan program KB meliputi kegiatan kuratif sedangkan peran tidak 
wajib atau fakultatif bidan yaitu kegiatan promotif, preventif dan 
rehabilitatif. Peran bidan dalam pelaksanaan program KB di Kota 
Semarang sudah dilakukan berdasarkan kewenangannya. 
 





The problems of demography and health become the highest 
problem in Indonesia. In order to create balanced development of the 
people in Indonesia, the government tend to control the birth rate by 
holding Family Plan Program (KB), this program has been declared in the 
Regulation of Ministry of Health of Indonesia No. 1464/Menkes/Per/X/2010 
regarding the Legal Licence in Private Practice for Midwifery.  
This research used Juridical Social Approach with the research 
specification was descriptive. Data collection was held by using literature 
study , observing Midwives with Private Maternity Home Care and Delima 
Midwives Maternity Home Care, interview and questionnairee. The data 
analysis was calculated as qualitative method. 
The role of midwives in holding Family Planning Programe 
especially in Communication, Information and Education is appropriately 
based on the Regulation of Ministry of Health of Indonesia No. 
1464/Menkes/Per/X/2010 regarding Legal Licence in Private Practice for 
Midwifery, this is aimed to creat a good service from midwives based on 
their authority. All respondents, they are all midwives from Semarang have 
been appropriately based on the Regulation of Ministry of Health of 
Indonesia No. 1464/Menkes/Per/X/2010. And the frameworks of their 
authority are serving Moms and Kids’ health, reproduction service for 
women and Family Plan Programe. In the last two services, midwives are 
allowed in giving consultation and health education  
 
 
Key Words : Midwives’ role, holding Family Plan Programe (KB), CIE, 
Private Maternity Home Care 
 
